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BUPATI LUWU 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPAT! LUWU 
NOMOR 19 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2024 • 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu 
ditetapkan Peraturan Bupati Luwu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) ,  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 



\ 

2 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ,  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5485) ; 

4 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ,  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 20 19 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5485); 

5 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421 ) ;  
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7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;  

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

9 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 6757) ; 

10.  Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 179 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 65 ) ; 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 7 1 ,  
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 5340); 

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614) ;  



\ 

4 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017  tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 684 7 ) ; 

16 .  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178 ) ;  

17 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322 ) ; 

18 .  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6883); 

19 .  Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, TambahanLembaran Negara Republik Indionesia 
Nomor 6909); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

2 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1  Tahun 201  7 ten tang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450; 
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22 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 ) ;  

23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10  Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024; 

26. Peraturan Bupati Luwu Nomor 9 1  Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024; 

27. Peraturan Bupati Luwu Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG PENJABARAN PERTANGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran tah un anggaran 2024 terdiri atas : 

1 .  Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Pendapatan Transfer 

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

Rp. 181.327 .932.457 ,51  

Rp. 1 .353 .095 .095 .295 ,38 

Rp. 64 .204 .258 .199,00 

Rp. 1.598.627.285.951 ,89 
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2.  Belanja 

a. Belanja Operasi 

1) Belanja Pegawai Rp. 634.928.648.058,00 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 354.420.802.198,00 

3) Belanja Su bsidi Rp. 41 .084.  750,00 

4) Belanja Hibah Rp. 76.719.423.562,00 

5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 170.000.000,00 

Jumlah Belanja Operasi Rp. 1 .066.279.958.568,00 

b. Belanja Modal 

1 )  Belanja Modal Tanah Rp. 0,00 

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 43.087.466. 961 ,00 

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 109. 972 .509.051,00 

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan 

Jaringan Rp. 113 .785.163.733,00 

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 5.4 77 .220. 767 ,00 

6) Belanja Modal Aset Lainnya Rp. 620.889.350,00 

Jumlah Belanja Modal Rp. 272.943.249.862,00 

C. Belanja Tidak Terduga 

1) Belanja Tidak Terduga Rp. 1272.669.418,00 

Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp. 1.272.669.418,00 



d. Belanja Transfer 

1 )  Belanja Bagi Hasil 

2) Belanja Bantuan Keuangan 

Jumlah Belanja Transfer 

Jumlah Belanja 

Suplus 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan Pembiayaan 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 
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Rp. 0,00 

RD. 257.043.534806,00 

Rp. 32 . 1 14 .608 .764 ,15  

Rp. 5.000.000.000,00 

RD. 257.043.534.806,00 

Rp.1 .597.539.412.654,00 

Rp. 1 .087.873.297,89 

RD. 27 . 1 14608 .764,15  

Rp. 28.202.482.062,04 

Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam 

penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah. 

Ditetapkan di Belopa 
pada tanggal 29 A;~a'us 20 25 

BUPATI LUWU, 

PATAHUDDING 

Diundangkan di 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU, 
pada tan 2 Arustus 2025 

SULAIMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2025 NOMOR 19 


